\N/PERATURAN PEMERINTA

PERTIMBANGAN PERSETUJUAN KETUA PENGADILAN

PAJAK ATAS PERMOHONAN IZIN KUASA HUKUM

PADA PENGADILAN PAJAK
(Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2016,
tanggal 19 Oktober 2016)

KETUA PENGADILAN PAJAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Un-
dang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak pada prinsipnya mengatur bahwa para pi-
hak yang bersengketa dapat didampingi atau di-
wakili oleh Kuasa Hukum yang memperoleh izin
Kuasa Hukum, setelah memenuhi persyaratan un-
tuk menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak;

bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan No-
mor 61/PMK.01/2012 tentang Persyaratan Un-
tuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
telah ditetapkan persyaratan yang harus dipenuhi
untuk menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Men-.

teri Keuangan Nomor 61/PMK01/2012 tentang
Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada
Pengadilan Pajak diatur pula bahwa Ketua Pen-
gadilan Pajak dapat menyetujui maupun tidak
menyetujui permohonan izin Kuasa Hukum yang
diajukan ke Pengadilan Pajak;

bahwa dalam rangka meningkatkan profesional-
isme dan kompetensi Kuasa Hukum guna mendu-
kung pemenuhan hak dan kewajiban para pihak
yang bersengketa untuk mendapatkan pendamp-
ingan Kuasa Hukum dalam beracara di Pengadilan
Pajak, Ketua Pengadilan Pajak mempunyai per-
timbangan dalam memberikan persetujuan atas
permohonan izin Kuasa Hukum;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepa-
da pemohon yang mengajukan izin Kuasa Hukum,
dipandang perlu adanya Peraturan Ketua Pengadi-
lan Pajak yang mengatur mengenai pertimbangan
persetujuan atas permohonan izin Kuasa Hukum
dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, hur-
uf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan
Ketua Pengadilan Pajak tentang Pertimbangan

Persetujuan Ketua Pengadilan Pajak Atas Permo-
honan lzin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lem-
baran Negara Republiik Indonesia Nomor 4189);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/
PMK.01/2012 tentang Persyaratan Untuk Men-
jadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Fajak;
Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-
001/PP/2010 tentang Tata Tertib Persidangan
Pengadilan Pajak sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Ketua Pen-
gadilan Pajak Nomor PER-001/PP/2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK TEN-
TANG PERTIMBANGAN PERSETUJUAN KETUA PEN-
GADILAN PAJAK ATAS PERMOHONAN IZIN KUASA
HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK.

Pasal 1
Dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak ini

yang dimaksud dengan:

1.
2.

Ketua adalah Ketua Pengadilan Pajak.

Keputusan Ketua Pengadilan Pajak adalah suatu
penetapan tertulis yang ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan Pajak mengenai pemberian izin men-
jadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak ber-
dasarkan ketentuan peraturan perundang-undan-
gan.

Sekretaris adalah Sekretaris pada Sekretariat
Pengadilan Pajak.

Kuasa Hukum adalah orang persecorangan yang
telah mendapat izin menjadi Kuasa Hukum dari
Ketua dan memperoleh Surat Kuasa Khusus
dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat
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mendampingi dan/atau mewakili para pihak yang
bersengketa dalam sengketa pajak di Pengadilan
Pajak.

5. Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadi-
lan Pajak.

Pasal 2

Untuk memperdleh izin Kuasa Hukum, orang
perseorangan harus memenuhi persyaratan yang di-
tentukan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pen-
gadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 tentang
Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pen-
gadilan Pajak.

Pasal 3

(1) Terhadap permohonan untuk mendapatkan izin
Kuasa Hukum, Sekretaris melakukan penelitian/
penelaahan terhadap kelengkapan dokumen yang
dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/
PMK.01/2012 tentang Persyaratan Untuk Men-
jadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.

(2) Dalam hal permchonan izin Kuasa Hukum seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap,
Sekretaris menyampaikan pengembalian berkas
permohonan izin Kuasa Hukum secara tertulis
kepada pemohon disertai dengan pemberitahuan
mengenai dokumen persyaratan izin Kuasa Hu-
kum yang harus dilengkapi.

(3) Pemohon izin Kuasa Hukum dapat menyampai-
kan kembali permohonan izin Kuasa Hukumnya
apabila dokumen persyaratan yang diperlukan se-
bagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dileng-
kapi.

Pasal 4
Setelah dilakukan penelitian/penelaahan ter-
hadap dokumen persyaratan yang diperiukan untuk
izin Kuasa Hukum dinyatakan lengkap, Sekretaris me-
nindaklanjuti permohonan izin Kuasa Hukum kepada
Ketua untuk diberikan keputusan,

Pasal b
(1) Ketua dapat menyetujui maupun tidak menyetu-
jui permohonan izin Kuasa Hukum yang telah di-
lakukan penelitian/penelaahan atas kelengkapan
dokumen yang dipersyaratkan oleh Sekretaris.
{2} Dalam hal permohonan disetujui, Ketua menerbit-
kan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak menge-

(3}

(1}

(2)

(3)

nai izin Kuasa Hukum dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas} hari kerja sejak permohonan
diterima secara lengkap.

Dalam hal permohonan tidak disetujui, Ketua
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke-
pada pemohon mengenai penalakan permohonan
izin Kuasa Hukum dalam jangka waktu paling
lama 12 {(dua belas)} hari kerja sejak permohonan
diterima secara lengkap.

Pasal 6
Ketua dalam memberikan persetujuan atas per-
mohonan izin Kuasa Hukum sebagaimana di-
maksud Pasal 5 mempertimbangkan dari aspek
integritas dan aspek kompetensi maupun profe-

. sionalisme dari pemohon.

Pertimbangan dari aspek integritas antara lain

meliputi sebagai berikut:

a. Dalam Hhal pemohon merupakan pensiunan
.Pegawai Negeri Sipil, pemohon dapat me-
nyampaikan surat keterangan atau rekomen-
dasi yang ditandatangani sekurang-kurangnya
Pejabat Eselon Il dari instansi terakhir yang
memuat pernyataan bahwa pemohon selama
mengabdikan diri instansi yang bersangkutan
tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat
berat berdasarkan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan di bidang kepegawaian;

b. Tidak terdapat adanya laporan atau pengad-
uan secara tertulis dari para pemangku ke-
pentingan terkait integritas pemohon.

Pertimbangan dari aspek kompetensi maupun

profesionalisme antara lain meliputi sebagai beri-

kut: :

a. Pemohon mempunyai sertifikat lulus Ujian
Sertifikasi Konsultan Pajak;

b. Dalam hal pemohon merupakan orang per-
orangan yang pernah’ mengabdikan diri seb-
agai Hakim Pengadilan Pajak, pemohon dapat
menyampaikan surat rekomendasi dari Ketua '
Pengadilan Pajak terkait kompetensinya di bi-
dang perpzjakan, kepabeanan, dan cukai.;

¢. Dalam hal pemohon merupakan pensiunan
Pegawai Negeri Sipil, pemohon dapat me-
nyampaikan surat keterangan yang ditan-
datangani sekurang-kurangnya Pejabat Eselon
Il dari instansi terakhir, yang menyatakan bah-
wa pemohon selama mengabdikan diri terlibat
aktif dalam penyusunan peraturan/kebijakan
atau terlibat aktif dalam teknis pelaksanaan
peraturan di bidang perpajakan, kepabeanan,
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dan cukai;
d. Tidak terdapat adanya laporan atau pengad-
uan secara terrulis dari para pemangku ke-
pentingan terkait dengan kompetensi maupun
profesionalisme pemohon,
e. Dalam hal pemohon mengajukan perpanjan-
gan izin Kuasa Hukum, pemohon dapat me-
nNyampaikan laporan pemberian jasa kuasa
hukum di Pengadilan Pajak yang.dibuat den-
gan menggunakan format sesuai contoh se-
bagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Ketua Pengadilan Pajak ini.

Pasal 7
Dokumen terkait dengan aspek integritas
dan aspek kompetensi maupun profesionalisme seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat
(3), disampaikan oleh pemohon kepada Ketua bers-
amaan dengan permohonan izin Kuasa Hukum atau
| permohonan Perpanjangan izin Kuasa Hukum,

LAMPIRAN

Nama Kuasa Hukum
Nomor Keputusan Izin Kuasa Hukum

Didampingi dan/atau Diwakili

& o, Bamern

[ —

Demikian Laporan Pemberian Jasa Kuasa Hukum ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya pertanggung-
jawabkan sebagaimana mestinya.
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Pasal 8
Ketua dapat menugaskan Sekretaris untuk
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada
pemohon mengenai penolakan permohonan izin Kua-
sa Hukum sesuaj Petunjuk atau arahan Ketua.

Pasal 9
Pada saat Peraturan Ketua Pengadilan Pajak
ini mulai berlaku, Surat Edaran Ketua Pengadilan Pa-
jak Nomor SE-003/PP/2015 tentang Penyampaian
Laporan Pemberian Jasa Kuasa Hukum di Pengadilan
Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Ketua Pengadilan Pajak ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Oktober 2016
KETUA PENGADILAN PAJAK,
ttd.
TRI HIDAYAT WAHRHYUDI, S.H.. Ak., M.B.A,

—

{7

(6)

Rp 6.000




PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR LAPORAN PEMBERIAN JASA KUASA HUKUM

Nomor (1} diisi dengan tahun pelaporan.

Nomor (2) : diisi dengan nama kuasa hukum.

Nomor (3} : diisi dengan nomor Keputusan Ketua pengadilan Pajak tentang 1zin Kuasa Hukum yang terakhir.

Nomor (4} : diisi dengan nomor urut.

Nomor (5} @ diisi dengan nama Pemahon Banding/Penggugat yang didampingi dan/atau diwalkili.

Nomor (6) : diisi dengan nomor sengketa dari Pemohon Banding/Penggugat yang didampingi dan/atau di-
wakili. .

Nomor (7} diisi dengan tanggal pertama bersidang atas sengketa pajak sesuai nomor sengketa pada Nomor
(6).

Nomor (8) : diisi dengan kota tempat laporan dibuat.

Nomor {9) : diisi dengan tanggal dibuatnya laporan.

Nomor (10} : diisi dengan nama dan tanda tangan kuasa hukum.

KETUA PENGADILAN PAJAK,
ttd.
TRI HIDAYAT WAHYUDI, S.H., Ak M.B.A.

(BN) -

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
218/PMK.02/2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN
KEMBALI (RE|MBURSEIVIEN‘T) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK
DAN/ATAU JASA KENA PAJAK KEPADA KONTRAKTOR DALAM

KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(Peraturan Menteri Keuangan R.1 Nomor 158/PMK.02/2016,
tanggal 25 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA gan Nomor 21 8/PMK.02/2014 tentang Tata Cara
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Per-
tambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan

Menimbang : ! Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perole-
a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pembayaran han Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
kembali {relmbureemenﬂ Pajak Pertambahan Nilai Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Minyak dan Gas Bumi;
atas Barang Mewah atas perolehan barang kena = b. bahwa dalam rangka tebih memberikan kepas-
pajak dan/atau jasa kena pajak kepada kontrak- tian hukum ketentuan mengenai batasan nilai
tor dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas | pembayaran kembali (reimbursement) Pajak Pert- |
bumi telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuan- ambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
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